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BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 3240 TAHUN 2017

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR
SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dalam mangka pendampingan Program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) sumber dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN} dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111,
dan Pasal 112 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, periu
dukungan Pembiayaan dalam bentuk Bantuan Biaya
Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Cimahi yang diwujudkan dalam
program/kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota
Cimahi;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Kota Cimahi pada jenjang
Pendidikan Dasar di Kota Cimahi sebagaimana dimaksud
pada huruf a, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien,
dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah,
maka perlu diatur mengenai pengelolaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Kota Cimahi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan hurnf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41 16};

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanga
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi:
Nomor 4286); [
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan  Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863):
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Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44
Tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya
Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79
Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75
Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Selkolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Sekolah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 -
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);



Memperhatikan :

Menetapkan

23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tentang
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan
Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan
Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang
Diselenggarakan Oleh  Kabupaten/Kota Pada Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah;

MEMUTUSEKAN :

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG
PENDIDIKAN DASAR SUMBER DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cimahi.

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Cimabhi.

7. Belanja pegawai adalah belanja untuk pengeluaran
honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan
kegiatan sekolah.

8. Belanja barang dan jasa adalah belanja untuk pengeluaran
pembelian atau pengadaan barang dan jasa yang nilai
manfaainya kurang dari 12 (dua belas} bulan.

9. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk
pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset
tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12
{dua belas} bulan.

10. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi
pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan
kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf
kesejahteraan rakyat.

11. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terfjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat.
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Belanja yang bersifat mendesak adalah belanja untuk
program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat
keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan Masyarakat.

Sekolah adalah satuan pendidikan formal penyelenggara
pendidikan umum dalam binaan Dinas Pendidikan Kota
Cimahi yang terdiri atas Sekolah Dasar yang selanjutnya
disingkat SD dan Sckolah Menengah Pertama yang
selanjutnya disingkat SMP.

Madrasah adalah satuan pendidikan formal penyelenggara
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam dalam
binaan Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi yang terdiri
atas Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat Ml dan
Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs.

Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah
satuan pendidikan formal penyelenggara pendidikan khusus
dan pendidikan layanan khusus jenjang Pendidikan Dasar
dalam binaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang
berada di wilayah Kota Cimahi selanjutnya disingkat SDLB
untuk siswa setara SD, dan SMPLB untuk siswa setara SMP.

Sekolah Negeri adalah satuan pendidikan formal yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Sekolah Swasta adalah satuan pendidikan formal yang
diselenggarakan  oleh  masyarakat dan/atau  yang
diselenggarakan oleh pemerintah diluar Pemerintah Daerah
Kota Cimahi yang terdiri dari Sekolah, Madrasah, Sekolah
Luar Biasa, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Pondok
Pesantren.

Peserta Didik, Warga Belajar dan Santri yang selanjutnya
disebut Siswa adalah' warga masyarakat yang sedang
mengikuti pembelajaran pada satuan pendidikan formal atau
non formal yang merupakan sasaran program wajib belajar.

Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang
selanjutnya disebut Dapodikdasmen adalah suatu sistem
pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta
didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi
pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan
dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui
secara online.

Education Management Information System yang selanjutnya
disebut EMIS adalah system pendataan berbasis madrasah
yang dibangun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Jumlah siswa riil adalah jumlah daftar nama siswa yang
tercatat pada Dapodikdasmen dan EMIS.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya
disingkat RKAS adalah Rencana Anggaran Kegiatan yang
disusun oleh Sekolah mengacu kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat
BOS adalah Program Pemerintah Pusat yang pada dasarnya
adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi bagi
satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai
pelaksana program wajib belajar yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bantuan Operasional Sekolah Kota Cimahi yang selanjutnya
disingkat BOS Kota Cimahi adalah BOS Daerah vang
bersumber dari APBD Kota Cimahi sebagai penguat BOS
Pusat untuk terjaminnya Kkelangsungan pemenuhan
pendanaan pelayanan dasar masyarakat dalam upaya
meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat yang penyvediaan
dananya bersifat wajib dan mendesak.

Partisipasi masyarakat adalah bentuk perhatian, dukungan,
dan kepedulian masyarakat dan/atau orang tua peserta didik
yang mampu secara ekonomi terhadap penyelenggaraan
pendidikan yang bersifat sukarela.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud digulirkannya BOS Kota Cimahi adalah sebagai
penguat BOS Pusat untuk meringankan beban masyarakat
terhadap pembiayaan operasional satuan pendidikan dalam
rangka melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar yang
bermutu di Kota Cimahi.

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai prosedur dan
mekanisme pelaksanaan program BOS Kota Cimahi yang
harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel dengan memperhatikan prinsip keadilan,
kecukupan, dan keberlanjutan disesuaikan dengan
kemampuan Daerah Kota Cimahi.

‘Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota adalah :

L.

mengupayakan pemerataan pendidikan yang bermutu bagi
setiap masyarakat tanpa diskriminasi;

memberikan layanan perluasan akses dan kemudahan
biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat;

menjamin  berlangsungnya proses pendidikan untuk
berkembangnya potensi peserta didik di Kota Cimahi; dan

kepastian hukum dalam pelaksanaan BOS Kota Cimahi.

BAB ITI
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah Petunjuk
Pelaksanaan BOS Kota Cimahi sumber dana APBD Kota Cimahi
vang meliputi :



besaran BOS Kota Cimahi;
sasaran penerima;

tim pelaksana;

komponen penggunaan;
prosedur pelaksanaan,
pelaporan; dan
monitoring dan evaluasi.
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BAB IV
SASARAN DAN KETENTUAN PENERIMA BOS KOTA CIMAHI

Pasal 5

(1) Sasaran BOS Kota Cimahi diberikan kepada satuan
pendidikan jenjang Pendidikan Dasar baik negeri maupun
swasta penyelenggara pendidikan formal yang berada di
wilayah Kota Cimahi.

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari :

a. SD/MI;
b. SMP/MTs; dan
c. SLB.

(3] Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menerima BOS Kota Cimabhi.

Pasal 6

Untuk satuan pendidikan swasta berhak menolak sebagai
penerima dana BOS Kota Cimahi, dimana penolakan tersebut
harus melalui persetujuan orang tua peserta didik melalui
Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan
peserta didik miskin di sekolah tersebut.

Pasal 7

(1} Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 5
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan
sudah terdata dalam sistem Dapodikdasmen untuk
SD/SMP/SLB;

b. memiliki Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan sudah
terdata dalam sistem EMIS untuk MI dan MTs;

c. semua SD/MI, SMP/MTs dan SLB Negeri dilarang
melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa;

d. sekolah negeri dapat menerima sumbangan dari
masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu
untuk memenuhi biaya peningkatan mutu pendidikan
baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat
sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak
ditentukan jumlah maupun  jangka waktu
pemberiannya;
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e. sekolah swasta, yang mendapatkan  bantuan
pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun
ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan dari
orang tua/wali peserta didik yang digunakan hanya
untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya
peningkatan mutu pendidikan dengan mengikuti
prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip
transparansi dan akuntabilitas;

Semua sekolah yang menerima BOS Kota Cimahi harus
mengikuti Juklak BOS Kota Cimahi yang telah diatur oleh
Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Kofa Cimahi mengendalikan dan
mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah swasta
dan sumbangan yang diterima oleh sekolah negeri.

Wali Kota dapat membatalkan pungutan dan/atau
sumbangan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah
melanggar peraturan perundang-undangan yvang berlaku
dan dinilai meresahkan masyarakat.

BAB V
BESARAN BOS KOTA CIMAHI

Pasal 8

Besaran BOS Kota Cimahi adalah :

a, SD/MI/SDLB :Rp 27.000,- /siswa/tahun
b. SMP/MTs/SMPLB :Rp 110.500,-/siswa/tahun

Dengan mempertimbangkan bahwa biaya operasi sekolah
ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa
komponen biaya tetap vang tidak tergantung dengan jumlah
peserta didik, besar dana BOS yang diterima oleh sekolah
dibedakan menjadi dua kelompok sekolah sebagai berikut :

a. Sekolah dengan jumlah peserta didik lebih besar dari
- 60 siswa, maka BOS yang diterima oleh sekolah,
dihitung berdasarkan jumlah peserta didik.

b. Sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 60
siswa, maka pemberian dana BOS Kota Cimahi
dihitung berdasarkan :

1. jumlah peserta didik; atau
2. sebanyak 60 siswa.

Sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 60 siswa dan
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diverifikasi oleh
Dinas Pendidikan.

Sekolah penerima BOS Kota Cimahi ditetapkan oleh Wali
Kota.
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BAB VI
KOMPONEN PEMBIAYAAN

Pasal 9

BOS Keota Cimahi dipergunakan untuk membiayai kegiatan
operasional sekolah yang terdiri dari Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa dengan rincian komponen
pembiayaan BOS Kota Cimahi secbagaimana tercantum
dalam lampiran [ Peraturan Wali Kota ini.

BOS Kota Cimahi adalah sebagai penguat BOS Pusat dalam
hal Peningkatan profesionalisme Guru dan Tenaga
Kependidikan.

a. pemberian tambahan honorarium bulanan;

b. pemberian tambahan honorarium bagi Guru dan/atau
Tenaga Kependidikan yang diberi tugas tambahan.

Pemberian tambahan honorarium bulanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurul a, diperuntukan bagi Guru
Honorer dan/atau Tenaga Kependidikan Honorer.

Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b adalah sebagai Tim BOS Tingkat Sekolah, Wali Kelas,
Tenaga Perpustakaan, Pembina O8SIS, Pembina
Ekstrakurikuler, Instruktur/Pelatih Kegiatan Kesiswaan
Lainnya atau Operator Sekolah.

Besaran belanja berdasarkan standar biaya belanja pegawai
dan standar harga belanja barang/jasa yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Kota Cimahi.

Pasal 10

Dana BOS Kota Cimahi yang diterima oleh sekolah/madrasah
tidak boleh digunakan untuk hal-hal sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il Peraturan Wali Kota ini.

(1)

(2)

(3)

BAB VII
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 11

Pelaksanaan BOS Kota Cimahi di tingkat Kota Cimahi
dilaksanakan oleh Tim BOS Kota Cimahi yang ditetapkan
oleh Wali Kota.

Pelaksanaan BOS Kota Cimahi di tingkat Satuan Pendidikan
dilaksanakan oleh Tim BOS Sekolah yang ditetapkan oleh
Kepala Sekolah.

Tugas dan kewenangan Tim BOS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Il
Peraturan Wali Kota ini.
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BAE VIII
PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 12

Penganggaran alokasi dana BOS Kota Cimahi didasarkan
pada alokasi penyaluran final dana BOS Pusat Triwulan IV
tahun anggaran sebelumnya.

Mekanisme penganggaran dana BOS Kota Cimahi untuk
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah Kota Cimahi sebagai berikut :

a. Kepala satuan pendidikan negeri menyusun Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya
disebut RKAS Dana BOS Kota Cimahi yvang memuat
rencana belanja Dana BOS Kota Cimahi dengan
berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan BOS Kota
Cimahi.

b. Kepala satuan pendidikan negeri menyampaikan RKAS
BOS Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2.a.) pasal ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota
Cimahi melalui Tim BOS Kota Cimahi.

¢. Berdasarkan RKAS BOS Kota Cimahi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2.b.) pasal ini, Dinas Pendidikan
Kota Cimahi menyusun Rencana Kerja Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD} yang
memuat Rencana Belanja Dana BOS Kota Cimahi.

d. BOS Kota Cimahi untuk satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cimahi
dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Pendidikan Kota Cimahi melalui Kegiatan Penyediaan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pasal 13

Tahapan pendataan merupakan langkah awal penting
untuk proses pengalokasian dan penyaluran dana BOS
Kota Cimahi.

Untuk menjamin agar memperoleh data yang akurat dan
selalu  ter-update, maka pendataan dilaksanakan oleh
masing-masing sekolah melalui Aplikasi Data Pokok
Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
(Dapodikdasmen) yang dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah - Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan untuk SD dan SMP.

Sekolah dapat berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Kota
Cimahi mengenai operasional penggunaan aplikasi
pendataan dan memastikan data yang di-input sudah
masuk ke dalam server Dapodikdasmen.

Tim BOS Kota Cimahi bertanggung jawab terhadap proses
pendataan bagi sekolah yang memiliki keterbatasan sarana
dan sumber daya manusia yang tidak memungkinkan
melakukan pendataan sendiri.



(1)

{2)

(1)

(2)

Pasal 14

Tim BOS Kota Cimahi membuat usulan alokasi BOS Kota
Cimahi untuk masing-masing sekolah setiap triwulan
berdasarkan data jumlah siswa dari perhitungan alokasi
final penyaluran BOS sumber dana APBN (riwulan
berkenaan.

Tim BOS Kota Cimahi menyvampaikan daftar satuan
pendidikan dan alokasi BOS Kota Cimahi setiap triwulan
kepada Kepala Dinas Pendidikan Kofa Cimahi untuk
diusulkan kepada Wali Kota Cimahi.

Pasal 15

Alokasi dana BOS Kota Cimahi pada masing-masing sekolah
untuk keperluan penyaluran dana BOS Kota Cimahi
ditetapkan oleh Wali Kota setiap periode triwulan pada
tahun anggaran berkenaan.

Periode triwulan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a. Triwulan 1 yang meliputi bulan Januari, Februari,
Maret;

b. Triwulan Il yang meliputi bulan April, Mei, Juni;

¢. Triwulan 1II yang meliputi bulan Juli, Agustus,
September;

d. Triwulan IV yang meliputi bulan Oktober, November,
Desember.

Pasal 16

Penyaluran dana BOS Kota Cimahi berdasarkan alokasi
sebagaimana dimaksud pasal 12 dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun anggaran berdasarkan penjumlahan penetapan
perhitungan alokasi setiap triwulan.

(1)

(2)

BAB IX
PENGELOLAAN BOS KOTA CIMAHI

Pasal 17

Pengelolaan BOS Kota Cimahi untuk satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi
dilaksanakan sesual peraturan perundang-undangan
tentang pengelolan keuangan daerah dan pengelolaan barang
milik daerah.

Pengelolaan BOS Kota Cimahi untuk satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat atau satuan
pendidikan diselenggarakan oleh selain Pemerintah Daerah
Kota Cimahi yang berada di wilayah Kota Cimahi
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan
tentang pengelolaan hibah.



Pasal 18

(1} Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) dilaksanakan verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kota
Cimahi.

(2} Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
pada :

a. Aplikasi Data Pokok Pendidikan jenjang Pendidikan
Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen);

b. Aplikasi Education Management Information System
(EMIS).

(3} Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] adalah
perhitungan jumlah siswa dan besaran BOS Kota Cimahi,

BAB X
PELAPORAN

Pasal 19

Pengelolaan BOS melalui hibah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 17 ayat {2] wajib melaporkan pertanggungjawaban BOS
Kota Cimahi kepada Pemerintah Kota Cimahi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan hibah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh
Keputusan Wali Kota.

Pasal 21

Pada saat Peratuan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota
Cimahi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)} Kota Cimahi dan Beasiswa
Transisi pada jenjang Pendidikan Dasar di Kota Cimahi Tahun
2016 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 302},
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 22

Peraturan Wali Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota Cimahi ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 Wevemec 20V
WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 20 Novembec 20\7

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 280



LAMPIRAN I

: PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 22 Tghun 20\7

TANGGAL : 20 Wovember 2017

TENTANG :PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG
PENDIDIKAN DASAR SUMBER DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI.

RINCIAN KOMPONEN PEMBIAYAAN BOS KOTA CIMAHI

Khusus

No Pl'z ::;’pi:;l:; Itgm Pembiayaan _

1. | Pengembangan dan | - Jasa Penyusunan perangkat  pembelajaran
implementasi kurikulum lokal.
kurikulum lokal - Pengadaan alat peraga dan bahan pembelajaran.

- Honorarium Pendidik mapel wajib dan/atau mapel
pilihan pada kurikulum lokal, diluar jam mengajar
pemenuhan beban kerja guru.

2. | Penguatan Penambah biaya operasional sesuai dengan komponen

BOS Pusat penggunaan BOS Pusat dan BOS Provinsi apabila
belum mencukupi.

3. | Pendidikan Layanan | Subsidi bagi siswa dari keluarga tidak mampu dalam

pemerataan layanan pendidikan.

4. | Pengembangan - Penyelenggaraan In House Training yang terkait
Kompetensi dan langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan
Profesionalisme tenaga kependidikan.

_?endldlk dan - Pemberian tambahan honorarium bulanan bagi
Kenag:ili_ di kesejahteraan guru honorer (GTT) yang mengajar
SpebEE minimal 12 jam/minggu dan tenaga administrasi
honorer (PTT) vyang bekerja minimal 5 hari

kerja/minggu.

- Pemberian tambahan honorarium bulanan bagi
pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang diberi
tugas tambahan sebagai Tim Manajemen BOS Tk.
Sekolah, Wali Kelas, Tenaga Perpustakaan SD/MI,
Pembina OSIS, Pembina Pramuka, Pembina PMR,
Pembina Paskibra, Instrukiur/ Pelatih Kegiatan
Kesiswaan Lainnya dan Operator Sekolah.

5. | Pendidikan Khusus - Penyelenggaraan pendidikan inklusi

- Penyelenggaraan pendidikan akselerasi

6. | Rintisan program - Bantuan siswa miskin bagi siswa yang berasal dari
wajib belajar 12 tahun Kota Cimahi

7. | Penyusunan Laporan |- ATK, Penggandaan, Penjilidan dan Materai

BOS Kota Cimahi




Penggunaan dana BOS Kota Cimahi di sekolah harus memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

s

Prioritas utama penggunaan dana BOS Kota Cimahi adalah sebagai penguat
BOS Pusat dalam hal Peningkatan profesionalisme Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, terutama untuk :

a. Pemberian tambahan honorarium bulanan bagi Guru Honorer dan Tenaga
Administrasi Honorer.

b. Pemberian tambahan honorarium bulanan bagi Pendidik dan/atau Tenaga
Kependidikan yang diberi tugas tambahan sebagai Tim Manajemen BOS
Tingkat Sekolah, Wali Kelas, Tenaga Perpustakaan SD/MI, Pembina OSIS,
Pembina Pramuka, Pembina PMR, Pembina Paskibra, Instruktur/ Pelatih
Kegiatan Kesiswaan Lainnya dan Operator Sekolah.

Jika dana BOS Pusat tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang
diperbolehkan (11 komponen), maka dana BOS Kota Cimahi dapat
dipergunakan wuntuk menutupi komponen penggunaan dana BOS Pusat
sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Sekolah.

Standar biava belanja pegawai dan standar harga belanja barang/jasa harus

mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota
Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 November 20\7
WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 20 Wovem'pec 2017

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR %80




LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : %2 {awn 20\7

TANGGAL: 20 Novempec 20\7

TENTANG : PETUNJUE PELAKSANAAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG
PENDIDIEKAN DASAR SUMBER DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI.

LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS KOTA CIMAHI

BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk:

L.
- 4

10.

11.

12,

13.

14.

disimpan dengan maksud dibungakan;
dipinjamkan kepada pihak lain;

membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau
software sejenis;

membiayai kegiatan vang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan
biaya besar, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan
sejenisnya;

membayar iuran  kegiatan yang  diselenggarakan  oleh UPTD
kecamatan/kabupaten/kota/provinsifpusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta didik/pendidik/tenaga
kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut;

membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;

membiayai akomodasi kegiatan antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang,
dan lainnya;

membeli  pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk
kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);

digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;

membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SDLB yang belum
memiliki prasarana jamban /WC dan kantin sehat;

membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak
mendukung proses pembelajaran;

menanamkan saham;

membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat
atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;

membiayai kegiatan vang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah,
antara lain membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar
nasional, dan upacara/acara keagamaan;



15. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/
sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS
yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan
provinsi/kabupaten /kota dan/atau Kementerian Pendidikan

dan
Kebudayaan.
WALI KOTA CIMAHI,
Ttd
AJAY MUHAMMAD PRIATNA
Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 20 Wovemper 20V]

DAERAH KOTA CIMAHI,

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 280



LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 22 Tawun 20\7

TANGGAL: 20 Wovemper 20\7

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG
PENDIDIKAN DASAR SUMBER DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI.

TIM PELAKSANA BOS KOTA CIMAHI

A. Tim BOS Kota Cimahi

1

Struktur Keanggotaan
Wali Kota membentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan terdiri
atas:
a. PenanggungJawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi
b. Tim Pelaksana jenjang SD

1) Ketua Tim Pelaksana;

2) Penanggung jawab data SD;

3} Tim Dapodik pada Sekolah Dasar;

4) Unit Monitoring dan Evaluasi, dan Pelayanan dan

Penanganan Pengaduan Masyarakat Pendidikan Dasar.

¢. Tim Pelaksana jenjang SMP

1} Ketua Tim Pelaksana;
2} Penanggung jawab data SMP;
3} Tim Dapodik pada SMP;

4} Unit Monitoring dan Evaluasi, dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat Pendidikan Dasar.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kota Cimahi, meliputi :

a.

melatih, membimbing dan wmendorong sekolah pada jenjang
pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam
sistem pendataan vang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan;

melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang
dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara online;

memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor
rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan
tingkat akurasinya. Selanjuinya meminta  sekolah untuk
melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik;

memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah
ditetapkan agar memperoleh alokasi BOS minimal;

memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang
pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program
BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;



k.

melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan
dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BOS;

memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang
disampaikan oleh sekolah;

menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar
vang belum membuat laporan;

mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS
dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar;

melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah,
termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim
monitoring; dan/atau

memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim BOS Kota

Cimahi:

a. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun
terhadap sekolah;

b. tdak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang
dan jasa dalam pemanfaatan BOS;

c. tidak diperkenankan mendorong sekolah untuk melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS; dan

d. dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses

pembelian/pengadaan buku/barang.

B. Tim BOS Sekolah

1.

Struktur Keanggotaan

Kepala sekolah membentuk Tim BOS Sekolah dengan susunan
keanggotaan yang terdiri atas:

a.
b.

Penanggung Jawab  : Kepala Sekolah
Anggota 2
1) Bendahara;

2) 1 (satu) orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah
dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari
terjadinya konflik kepentingan;

3) Penanggung jawab pendataan.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Sekolah, meliputi:

a.

E‘,

mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara
lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi
riil di sekolah;

memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data
peserta didik yang ada;

menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;

memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;



f. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;

g bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS
yang diterima;

h. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan
bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS;
i.  memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

j- untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan
oleh pemerintah daerah, memasang spanduk di sekolah terkait
kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi Sekolah.

k. Perwakilan orang tua dalam Tim BOS Sekolah memiliki fungsi kontrol,

pengawasan, dan memberi masukan dalam pelaksanaan tanggung
jawab Tim BOS Sekolah.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim BOS Sekolah:

a. bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan
audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan
terbadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari
BOS maupun dari sumber lain;

b. dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer pembelian buku
kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 20 November 2017

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 280



